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Abstrak: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam
membentuk karakter generasi muda sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum
sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tantangan perkembangan
teknologi informasi, globalisasi, serta meningkatnya pelanggaran hukum di
kalangan remaja menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai karakter melalui
pendidikan yang berorientasi pada pembentukan warga negara yang baik (good
citizen). Artikel ini bertujuan menganalisis integrasi nilai-nilai karakter dalam
Pendidikan Kewarganegaraan dari perspektif kesadaran hukum generasi muda
Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa integrasi nilai karakter seperti tanggung jawab, kejujuran,
disiplin, toleransi, dan kepedulian sosial dalam pembelajaran PKn mampu
meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku hukum peserta didik. Pendidikan
Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan
konstitusional, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan budaya hukum yang
berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara
institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menginternalisasikan nilai
karakter guna mewujudkan generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung
jawab.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter, Kesadaran
Hukum, Generasi Muda, Pancasila.
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PENDAHULUAN
Pembangunan  bangsa tidak berbagai fenomena seperti penyebaran
bergantung pada kemajuan hoaks, perundungan digital,
ekonomi dan teknologi, tetapi juga penyalahgunaan media sosial,

negaranya. Dalam konteks Indonesia, pidana yang melibatkan
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pelanggaran lalu lintas, hingga tindak

remaja




menunjukkan adanya kesenjangan antara
pengetahuan hukum dan perilaku hukum
masyarakat.

Generasi muda sebagai agen
perubahan menghadapi tantangan yang
semakin kompleks di era digital.
Kemudahan akses informasi tidak selalu
diikuti dengan kemampuan memahami
norma hukum dan etika sosial.
Akibatnya, berbagai pelanggaran hukum
sering terjadi  akibat rendahnya
kesadaran  hukum dan lemahnya
internalisasi nilai-nilai karakter.

Pendidikan

merupakan salah  satu

Kewarganegaraan
instrumen
pendidikan yang memiliki  fungsi
strategis dalam membangun karakter
sekaligus membentuk warga negara
yang sadar akan hak dan kewajibannya.
Melalui Pendidikan Kewarganegaraan,
peserta didik tidak hanya memperoleh
pemahaman mengenai sistem hukum
dan ketatanegaraan, tetapi juga dibekali
nilai-nilai moral yang menjadi dasar
perilaku hukum dan bagaimana integrasi
nilai-nilai karakter dalam Pendidikan
Kewarganegaraan dapat meningkatkan
kesadaran hukum generasi muda
Indonesia serta kontribusinya dalam
mewujudkan budaya hukum yang sesuai

dengan nilai-nilai Pancasila.
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Perkembangan teknologi digital
telah membawa perubahan signifikan
dalam berbagai aspek kehidupan
masyarakat, termasuk cara generasi
muda berinteraksi, memperoleh
informasi, dan berpartisipasi dalam
kehidupan sosial maupun politik.
Internet dan media sosial tidak hanya
membuka ruang komunikasi yang lebih
luas, tetapi juga menghadirkan berbagai
tantangan hukum dan etika yang
semakin kompleks. Fenomena
penyebaran hoaks, ujaran kebencian,
perundungan siber  (cyberbullying),
pelanggaran privasi, hingga
penyalahgunaan data pribadi
menunjukkan bahwa perkembangan
teknologi  belum selalu diimbangi
dengan peningkatan kesadaran hukum
masyarakat, khususnya di kalangan
generasi muda. Kondisi ini menjadi
perhatian penting karena generasi muda
merupakan kelompok yang paling aktif
memanfaatkan teknologi digital
sekaligus menjadi aktor utama dalam
pembangunan bangsa di masa depan.

Dalam konteks negara hukum,
kesadaran hukum memiliki posisi yang
sangat strategis. Kesadaran hukum tidak
hanya dimaknai sebagai pengetahuan
seseorang terhadap keberadaan aturan

hukum, tetapi  juga  mencakup

JURNAL WIDYALOKA IKIP WIDYA DARMA | Vol. 13. | No. 2 | JULI 2026



pemahaman, penghargaan, dan

kepatuhan terhadap norma hukum yang

berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Tingginya tingkat

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
generasi muda di ruang digital
menunjukkan ~ bahwa  penguasaan
teknologi tidak selalu berjalan seiring
dengan pemahaman mengenai batasan
hukum dan etika dalam penggunaannya.
Akibatnya, berbagai bentuk pelanggaran
hukum sering kali dilakukan tanpa
kesadaran bahwa tindakan tersebut
memiliki  konsekuensi hukum yang
nyata.

Pembangunan kesadaran hukum
pada generasi muda tidak dapat
dilakukan hanya melalui pendekatan
represif berupa penegakan hukum
semata. Upaya preventif melalui
pendidikan menjadi strategi yang lebih
efektif untuk membentuk perilaku
hukum yang berkelanjutan. Pendidikan
memiliki ~ peran  penting  dalam
menanamkan nilai, norma, dan sikap
yang mendukung terciptanya budaya
hukum dalam masyarakat. Dalam
Pendidikan

Kewarganegaraan memiliki kedudukan

kerangka ini,

strategis sebagai wahana pendidikan

yang bertujuan membentuk warga
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negara yang cerdas, demokratis,
bertanggung jawab, dan berkarakter
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan
pada hakikatnya tidak hanya berorientasi

Kewarganegaraan

pada penguasaan pengetahuan mengenai
sistem  ketatanegaraan, hak asasi
manusia, demokrasi, dan konstitusi,
tetapi juga bertujuan membentuk
karakter warga negara yang mampu
mengimplementasikan nilai-nilai
kebangsaan dalam kehidupan sehari-
Pendidikan

Kewarganegaraan, peserta didik

hari. Melalui

diharapkan memiliki kemampuan untuk
memahami hak dan kewajibannya
sebagai warga negara sekaligus memiliki
kesadaran untuk mematuhi hukum
secara sukarela. Oleh karena itu,
Pendidikan Kewarganegaraan memiliki
keterkaitan ~ yang erat  dengan
pembentukan budaya hukum dan
penguatan kesadaran hukum di kalangan
generasi muda.

Hubungan antara pendidikan
karakter ~ dan  kesadaran  hukum
sesungguhnya bersifat sangat erat.
Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya
dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa

pengawasan dan penegakan hukum,
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tetapi juga dipengaruhi oleh faktor
internal berupa nilai-nilai moral yang
tertanam dalam diri individu. Dengan
demikian, penguatan kesadaran hukum
memerlukan proses internalisasi nilai
karakter yang berlangsung secara
berkelanjutan ~ melalui  pendidikan
formal, informal, maupun nonformal.
Dalam  perspektif ini, Pendidikan
Kewarganegaraan menjadi media yang
tepat untuk mengintegrasikan
pendidikan karakter dengan
pembelajaran mengenai norma hukum
dan kewarganegaraan.

Selain itu, era  digital
menghadirkan bentuk-bentuk
pelanggaran hukum baru yang tidak
sepenuhnya dapat diatasi dengan
pendekatan pendidikan konvensional.
Generasi muda saat ini menghadapi
berbagai risiko hukum yang muncul dari
aktivitas digital, seperti penyebaran
informasi palsu, pelanggaran hak cipta,
pencemaran nama baik melalui media
elektronik, peretasan akun,
penyalahgunaan data pribadi, dan
berbagai bentuk kejahatan siber lainnya.
Situasi  ini  menunjukkan  bahwa
kesadaran hukum pada era digital tidak
lagi terbatas pada pemahaman terhadap
hukum dalam ruang fisik, tetapi juga

mencakup kemampuan memahami hak,
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kewajiban, dan tanggung jawab hukum
dalam ruang digital. Oleh karena itu,
diperlukan pendekatan pendidikan yang
mampu mengintegrasikan nilai karakter,
wawasan kewarganegaraan, dan literasi
hukum digital secara simultan.

Berdasarkan teori kesadaran
hukum yang dikemukakan oleh Soerjono
Soekanto, kesadaran hukum masyarakat
dapat diukur melalui empat indikator
utama, yaitu pengetahuan hukum,
pemahaman hukum, sikap hukum, dan
perilaku hukum. Keempat indikator
tersebut tidak hanya membutuhkan
penguasaan aspek kognitif, tetapi juga
memerlukan pembentukan karakter yang
mendukung kepatuhan terhadap hukum.
Dalam konteks ini, teori pendidikan
karakter yang dikembangkan oleh
Thomas Lickona mengenai moral
knowing, moral feeling, dan moral
action memberikan landasan teoritis
bahwa perilaku hukum yang baik hanya
dapat terbentuk apabila individu tidak
hanya mengetahui norma yang berlaku,
tetapi juga memiliki komitmen moral
untuk melaksanakannya dalam
kehidupan sehari-hari.

Tulisan ini berangkat dari asumsi
bahwa penguatan kesadaran hukum
generasi muda pada era digital

memerlukan pendekatan yang lebih
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integratif ~ melalui  sinergi  antara
pendidikan karakter dan Pendidikan
Kewarganegaraan. Integrasi tersebut
tidak hanya bertujuan meningkatkan
pemahaman peserta didik terhadap
hukum, tetapi juga menanamkan nilai-
nilai moral yang mendorong
terbentuknya perilaku taat hukum secara
sukarela. Dengan demikian, Pendidikan
Kewarganegaraan tidak lagi dipandang
sekadar sebagai mata pelajaran yang
berorientasi pada transfer pengetahuan,
melainkan sebagai instrumen strategis
dalam membangun budaya hukum yang
berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Berdasarkan uraian tersebut,
penelitian  ini  bertujuan  untuk
menganalisis konsep integrasi
pendidikan karakter dalam Pendidikan
Kewarganegaraan, mengkaji hubungan
antara  pendidikan  karakter  dan
kesadaran hukum generasi muda, serta
merumuskan model penguatan
kesadaran hukum generasi muda di era
digital melalui Pendidikan
Kewarganegaraan berbasis karakter.
Hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan kontribusi teoretis bagi
Pendidikan

kesadaran

pengembangan  kajian
Kewarganegaraan dan
hukum, serta memberikan rekomendasi

praktis bagi lembaga pendidikan dalam

61

membentuk  generasi muda yang
berkarakter, bertanggung jawab, dan

sadar hukum di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  menggunakan
metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan konseptual
(conceptual approach) dan pendekatan
perundang-undangan (statute approach).
Sumber data diperoleh dari bahan hukum
primer berupa Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional,
serta  berbagai  regulasi terkait
pendidikan dan pembentukan karakter
bangsa. Bahan hukum sekunder berasal
dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil
penelitian yang relevan. Analisis
dilakukan secara kualitatif dengan
mengkaji hubungan antara pendidikan
karakter dan pembentukan kesadaran

hukum generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Pendidikan Karakter dalam
Pendidikan
sebagai Upaya Penguatan Kesadaran

Kewarganegaraan

Hukum Generasi Muda
Pendidikan  Kewarganegaraan

(PKn) memiliki posisi strategis dalam
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sistem pendidikan nasional karena tidak
hanya berfungsi sebagai sarana transfer
pengetahuan mengenai negara,
konstitusi, dan demokrasi, tetapi juga
sebagai media pembentukan karakter

konteks
Pendidikan

Kewarganegaraan  diarahkan  untuk

warga  negara.  Dalam

pembangunan  bangsa,

menghasilkan warga negara Yyang
memiliki kecerdasan kewarganegaraan
(civic intelligence), tanggung jawab
kewarganegaraan (civic responsibility),
dan partisipasi kewarganegaraan (civic
participation).

Di era digital, tantangan yang
dihadapi generasi muda tidak lagi
terbatas pada persoalan kehidupan sosial
konvensional, tetapi juga mencakup
berbagai persoalan hukum yang muncul
di ruang siber. Kemudahan akses
informasi, penggunaan media sosial
yang masif, serta berkembangnya
teknologi  komunikasi digital telah
menciptakan peluang sekaligus risiko
bagi generasi muda. Fenomena

penyebaran informasi palsu, ujaran

kebencian, perundungan siber,
pelanggaran privasi, hingga
penyalahgunaan data pribadi

menunjukkan pentingnya penguatan

kesadaran hukum sejak dini.
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Pendidikan karakter menjadi
instrumen penting dalam membentuk
perilaku hukum generasi muda. Nilai-
nilai karakter seperti kejujuran, tanggung
jawab, disiplin, toleransi, integritas, dan
kepedulian sosial memiliki hubungan
erat dengan kepatuhan terhadap hukum.
Individu yang memiliki karakter Kkuat
cenderung mampu  mengendalikan
perilakunya sesuai dengan norma yang
berlaku meskipun tidak berada dalam
pengawasan langsung.

Integrasi  pendidikan karakter
dalam Pendidikan Kewarganegaraan
dapat dilakukan melalui
penginternalisasian  nilai-nilai  moral
dalam setiap materi pembelajaran
kewarganegaraan. Materi mengenai hak
dan kewajiban warga negara, demokrasi,
hak asasi manusia, supremasi hukum,
dan etika digital tidak hanya diajarkan
pada aspek kogpnitif, tetapi juga dikaitkan
dengan pembentukan sikap dan perilaku
peserta didik. Dengan demikian, peserta
didik tidak hanya memahami aturan
hukum, tetapi juga memiliki kesadaran
moral untuk menaati aturan tersebut.

Integrasi ini menunjukkan bahwa
Pendidikan
pendidikan karakter bukanlah dua

Kewarganegaraan  dan

konsep yang berdiri sendiri, melainkan

saling melengkapi dalam membentuk
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warga negara yang sadar hukum dan
bertanggung jawab.

Pendidikan
dengan Pembentukan Kesadaran

Hubungan Karakter
Hukum Generasi Muda

Kesadaran hukum merupakan
salah satu indikator penting dalam
mewujudkan masyarakat yang tertib dan
berkeadilan. Menurut teori kesadaran
hukum yang dikemukakan oleh Soerjono
Soekanto, kesadaran hukum terdiri atas
empat indikator, yaitu pengetahuan
hukum, pemahaman hukum, sikap
hukum, dan perilaku hukum.

Pada tahap pengetahuan hukum,
seseorang mengetahui keberadaan aturan
hukum vyang berlaku. Pada tahap
pemahaman hukum, seseorang
memahami tujuan dan fungsi hukum
dalam kehidupan masyarakat. Tahap
berikutnya adalah sikap hukum, yaitu
munculnya  penghargaan  terhadap
hukum sebagai sarana menciptakan
ketertiban dan keadilan. Tahap tertinggi
adalah perilaku hukum, yaitu kepatuhan
nyata terhadap hukum dalam kehidupan
sehari-hari.

Pembentukan kesadaran hukum
tidak hanya bergantung pada
pemahaman terhadap aturan hukum,
tetapi juga dipengaruhi oleh faktor moral

dan karakter individu. Dalam perspektif
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pendidikan karakter, nilai-nilai moral
yang tertanam dalam diri seseorang akan
memengaruhi cara individu memandang
hukum dan menentukan perilakunya
terhadap aturan yang berlaku.

Sebagai contoh, karakter jujur
akan mendorong seseorang untuk tidak
melakukan manipulasi informasi di
media sosial. Karakter tanggung jawab
akan mendorong individu untuk
menggunakan teknologi secara bijaksana
dan menghormati hak orang lain.
Karakter disiplin akan membentuk
kebiasaan menaati aturan, baik dalam
kehidupan nyata maupun dalam aktivitas
digital.

Dengan demikian, pendidikan
karakter berfungsi sebagai fondasi
internal bagi terbentuknya kesadaran
hukum. Kepatuhan hukum yang lahir
dari kesadaran moral cenderung lebih
kuat dibandingkan kepatuhan yang
semata-mata didasarkan pada rasa takut
terhadap sanksi hukum.

Pendidikan

sebagai

Kewarganegaraan
Instrumen Penguatan
Kesadaran Hukum di Era Digital

Perkembangan teknologi digital
telah mengubah pola interaksi sosial
generasi muda. Ruang digital saat ini
menjadi bagian tidak terpisahkan dari

kehidupan masyarakat. Namun
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demikian, ruang digital juga menjadi
arena munculnya berbagai pelanggaran
hukum yang melibatkan generasi muda
sebagai pelaku maupun korban.

Dalam konteks tersebut,
Pendidikan ~ Kewarganegaraan perlu
dikembangkan dengan pendekatan yang
lebih kontekstual dan adaptif terhadap
perkembangan teknologi. Pembelajaran
tidak cukup hanya menjelaskan norma
hukum secara teoritis, tetapi juga harus
mengaitkannya dengan realitas
kehidupan digital yang dihadapi peserta
didik.

Pendidikan
dapat berperan dalam membangun

Kewarganegaraan

kesadaran hukum digital melalui
beberapa strategi. Pertama, penguatan
literasi hukum digital yang mencakup
pemahaman  mengenai hak dan
kewajiban warga negara dalam ruang
digital. Kedua, penguatan literasi etika
digital yang menanamkan tanggung
jawab  moral dalam  penggunaan
teknologi informasi. Ketiga,
pembelajaran  berbasis kasus yang
memungkinkan peserta didik
menganalisis  berbagai  pelanggaran
hukum digital secara kritis.

Melalui pendekatan tersebut,
peserta didik dapat memahami bahwa

aktivitas di ruang digital juga memiliki
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konsekuensi  hukum  yang harus
dipertanggungjawabkan. Kesadaran ini
penting untuk membentuk budaya digital
yang sehat dan berlandaskan nilai-nilai
Pancasila.
Model Integrasi Pendidikan Karakter
dan Pendidikan Kewarganegaraan
dalam Penguatan Kesadaran Hukum
Generasi Muda

Berdasarkan hasil analisis, model
integrasi  pendidikan  karakter dan
Pendidikan Kewarganegaraan dalam
penguatan kesadaran hukum generasi
muda dapat dirumuskan dalam empat
tahapan utama.

1. Internalisasi Nilai Karakter
Tahap awal dilakukan melalui
penanaman  nilai-nilai  dasar
seperti:

a. Kejujuran;

b. Disiplin;

c. Tanggung jawab;

d. Integritas;

e. Toleransi;

f.  Kepedulian sosial.
Nilai-nilai  tersebut menjadi
fondasi moral dalam membentuk
perilaku hukum peserta didik.

2. Penguatan Kompetensi

Kewarganegaraan
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Pada tahap ini peserta didik
memperoleh pemahaman
mengenai:

a. Hak dan kewajiban warga

negara;

b. Demokrasi;

c. Hak asasi manusia;

d. Konstitusi;

e. Sistem hukum nasional;

f. Kewarganegaraan digital.

g. Pemahaman tersebut
membentuk kapasitas

intelektual peserta didik
sebagai warga negara yang
baik.

. Pembentukan Kesadaran Hukum

a. Integrasi nilai karakter dan
kompetensi
kewarganegaraan akan
menghasilkan:

b. Pengetahuan hukum;

c. Pemahaman hukum;

d. Sikap hukum;

e. Perilaku hukum.

Keempat aspek ini merupakan

indikator  utama  kesadaran

hukum.

. Perilaku Taat Hukum di Era

Digital
Tahap akhir adalah terwujudnya

perilaku warga negara yang
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bertanggung  jawab  dalam

penggunaan media digital;

a. Menghormati hak orang
lain;

b. Tidak menyebarkan hoaks;

c. Tidak melakukan
perundungan siber;
d. Tidak melakukan

pelanggaran privasi;

e. Mematuhi norma hukum dan

etika digital.

Model ini menunjukkan bahwa
kesadaran hukum tidak dapat
dibentuk hanya melalui pengajaran
hukum semata, melainkan
memerlukan  integrasi  antara
pendidikan karakter dan Pendidikan
Kewarganegaraan secara sistematis

dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Integrasi pendidikan karakter
dalam Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan strategi yang efektif dalam
memperkuat kesadaran hukum generasi
muda di era digital. Pendidikan karakter
memberikan landasan moral berupa
nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung
jawab, integritas, dan kepedulian sosial
yang menjadi dasar terbentuknya
perilaku hukum yang baik. Sementara

itu,  Pendidikan  Kewarganegaraan
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berfungsi sebagai sarana pengembangan
pengetahuan, pemahaman, dan
keterampilan kewarganegaraan yang
diperlukan untuk memahami hak,
kewajiban, serta tanggung jawab hukum
sebagai warga negara.

Hubungan antara pendidikan
karakter dan kesadaran hukum bersifat
erat dan saling mendukung. Kesadaran
hukum tidak hanya ditentukan oleh
tingkat pengetahuan terhadap hukum,
tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas
karakter individu yang membentuk sikap
dan perilaku hukum. Oleh karena itu,
penguatan kesadaran hukum
memerlukan pendekatan pendidikan
yang tidak hanya berorientasi pada aspek
kognitif, tetapi juga pada pembentukan
nilai dan moral peserta didik.

Penelitian ini  menawarkan model
integratif yang menghubungkan
internalisasi nilai karakter, penguatan
kompetensi kewarganegaraan,
pembentukan kesadaran hukum, dan
perilaku taat hukum di era digital. Model
tersebut dapat menjadi alternatif
konseptual  dalam  pengembangan
Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih
responsif terhadap tantangan
perkembangan teknologi informasi.
Dengan demikian, integrasi pendidikan

karakter dalam Pendidikan
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Kewarganegaraan diharapkan mampu
menciptakan generasi muda yang tidak
hanya cakap secara digital, tetapi juga
memiliki kesadaran hukum yang tinggi,
berintegritas, dan bertanggung jawab
sebagai warga negara Indonesia.
SARAN

1. Institusi pendidikan perlu
mengintegrasikan pendidikan
karakter dan literasi hukum digital

secara lebih sistematis dalam

pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan.
2. Pemerintah  perlu  memperkuat

kebijakan pendidikan yang
mendukung pembentukan budaya

hukum digital di kalangan generasi

muda.
Penelitian selanjutnya dapat
menggunakan  pendekatan  empiris

melalui survei atau wawancara terhadap
mahasiswa dan pelajar untuk menguji

efektivitas model integrasi  yang

ditawarkan dalam penelitian ini.
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